
BUPATITUBAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI TUBAN 

NOMOR 22 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2019 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

au:PATI TUBAN, 

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan 

Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2020 tentang 

Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum Dan/ Atau 

Dana Bagi Hasil Terhadap Pemerintah Daerah Yang 

Tidak Menyampaikan Laporan Peuyesuaian Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, 

clan Kabupaten Toban tennasuk sa1ah satu dari 380 

Pemerintah Daerah yang dikenai sanksi penundaan 

penyaluran Dana Alokasi Umum sebesar 35% dari 

besarnya penyaluran Dana Alokasi Umum setiap bulan 

mulai bu1an Mei '.l020, maka perlu merubah Peraturan 

Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020 untuk disesuaikan dengan 

perkembangan keadaan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati 

Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 
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· 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungatt Ptopifisi Djawa Timttt (:Betita. Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 

I:fidt>nesrn. Tab.Utt 1965 Ntlttior 19, Ta.mbahan Lefflba.ftttl 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Kurupsi, Kulusi dan Neputisme (Lembatafi N~ga.fti 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan NegEtta (Leml:mrtm Negara Republlk Irtdt:mesiH 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

Petbendaharaan Negtuii (LemMta.ti Negru11 

tentang 

Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelt>lalth dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tam.bah.an Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undafig Ntm1or 25 Tahun 2004 tehtang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tam.bah.an 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undafig-Undaiig Nomor 33 Tahuti 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republlk Indcm.esia Nomot 4438) ~ 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lefflbaffifi Negara Republik Ifidtlfiesia Nomd:t 5049); 
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9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

{Lembaftm Neggra .Republik Indonesia Tu.hun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234}, sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahtill Atas Undru1g-Undang Nomot 12 Ta.bun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Noffl.or 6398); 

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indufiesia Nomor 5495); 

lL Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara .Republik lnddnesia Ndmdf 5587), ~bagrut11a.na 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tefitang Pemerintahati Daerah (Lembatan 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

12. Ufida.ng-Ufidatig Nomor 1 T®Urt 2015 tefitatlg 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang PemiJihan 

Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang 

(Lemba.ta.n NegID-a Republik Inddnesia Tahun 2015 

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik: 

Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2016 tenttu.1g Perubahan Kedua Atas Unda.ng

Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota 

menjadi Undang-Unda.ng (Lembarafi Negara .Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5898); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Letttbaran Negara Reptiblik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Bad.an Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan 
Pera.turan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah {Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah Kepada Dewan Petwakilan Rakyat 
Daerah, dan 

Pemerintahan 
Informasi Laporan Penyelenggaraan 

Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4693); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daemh dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161 ); 
20. P@raturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
21. P€raturan P@m€rintah Nomor 30 Tahun 2011 t€ntang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Re1n,1blik Indone§ia Nomor 5539), §ebagajmana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Un4ru:1g-Undru:1g 6 T~lnin 2014 t~nrn;ng P~~ (!&mbw.@ 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5717}; 
24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), 

sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Pera.tu.ran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerinta.h 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5864); 
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25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daem.h (Lembamn Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak. KeYangan Dan Adminisuatif PimPinan Dan !\nggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

28. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 ten tang 
Tunjangan Tenaga Kependidikan; 

29. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peratu.ran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentu.kan Peraturan 

Perondang-undangan {l&mbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa. Pemerint.ah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peratu.ran 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan Rancangan Peratu.ran Kepala Daerah 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

16 Tahun 2007 rentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor525); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi 
Khusus di Daerah, sebagairoana telah diubah dengan 
Peratumn Menteri Dalam Negeri Nomor §9 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah; 
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33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 201§ Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 201§ tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

ter-akhir dengan Pera.turan Menteri. Dalam Negeri Nomor 

123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hi.bah dan Bantuan Sosial 

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 15); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Pedoman Nomenklatur Pemngkat Daerah 

Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang 

Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan (Berl.ta Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 197); 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republic Indonesia. Tahun 

2017 Nomor 1067); 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 

tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Kelumhan dan Pemberdayaan Masyara.kat di Kelurahan 

(Berl.ta Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
139); 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Pedoman Penyusunan Angga.ran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 
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39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07 /2019 

tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1068); 

40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 /PMK.07 /2020 

t~n~g P~nyw.u.r~ Q.Elll P~nggµn~ D~~ BAAi H~~il, 

Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun 

Anggaran 2020 dalam rangka penanggulangan Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) {Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 250); 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tentang 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di 

Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2020 

Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan 

P~ P~~ T~J:iq_n Angg~r® ioio d~lwn r@gka 
Penanganan Pandemi Corona Vm.tS Disease 2019 

(Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377); 

43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 

2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2019 Seri A Nomor 3); 

44. Peratu.ran Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2019 

tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 

kepada Pr9Yin§i dan Kal;>ypa-t~n/K9m di Jawa Timur 
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2019 Seri E Nomor 75), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 

91 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2019 tentang 

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada 

Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 

Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2019 Seri E Nomor 91); 

45. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2019 

tentan~ Penjabaran An~aran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2020; 



- 9-

46. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 

2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun 

2007 Seri E Nomor 21 ); 

47. Peratur~ D~er~ Kt:ibµpaten Tµban Nomor 04 Tah-qn 

2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun 2011 Seri C Nomor 1); 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 

2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tu.ban Tahun 2011 Seri B Nomor 1); 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 

2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun 2011 Seri C 

Nomor 2); 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 

2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun 2011 Seri C Nomor 4); 

51. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 

2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C 

Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban 

Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat 

Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tuban Tahun 2018 Seri C Nomor 3); 

52. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 11 Tahun 

2011 ten tang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun 2011 Seri C Nomor 7); 

53. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan 

Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 

Seri C Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 2 Tahun 

2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun 2017 

Seri C Nomor 2); 
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54. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 01 Tahun 

2012 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran 

Daeta.h Kaoupa.ten Toban: Tahun 2012 Seri c Nomor 01); 

55. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 02 Tahun 

2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tu.ban Tahun 2012 Seri C Nomor 02); 

56. Peratutan Daerah Kabupaten Toban Nomor 03 Tahun 

2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 03); 

57. Peraturan Daerah Kabupaten Tu ban Nomor 04 Tahun 

2012 tentang Pajak Bumi dart Banguhan Petdesaart dan 

Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 

2012 Seri B Nomor 01}; 

58. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 05 Tahun 

2012 ten.tang Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 05); 

59. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 

2012 ten.tang Retribusi Penyediaart dan/atau Penyedot:an 

Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 

2012 Seri C Nomor 06); 

60. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 07 Tahun 

2012 terttang Retribtisi Pemakaiart Kekayaan Da.erah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun 2012 Seri C 

Nomor 07); 

61. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 

2012 terttrui.g Retribusi Ru.mah Potortg Hewari (Lerrtbatan 

Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun 2012 Seri C Nomor 8), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Toban Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Perubahari Atas Peratutan Daetah Kabupatert Tubah 

Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong 

Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2016 

Seri C Nomor 2); 

62. Petatu:ran Da.erah Kabupa.ten Tuba.ri Nomot 7 Tahun 

2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Toban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban 

Tahun: 2017 Seri E Norrtor 29); 
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63. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 14 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 
2019 Seri D Nomor 1), sebagaimana. telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tu.ban Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban 
Tahun 2019 Seri D Nomor 7); 

64. Peratu.ran Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 11 Tahun 
2019 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tu.ban Tahun 2019 Seri A Nomor 11); 

65. Peratu.ran Bupati Toban Nomor 46 Tahun 2019 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tu.ban 
Tahun 2019 Seri A Nomor 12), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tu.ban 
Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas 

Peraturan Bupati Tu.ban Nomor 46 Tahun 2020 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tu.ban 
Tahun 2020 Seri A Nomor 6}; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 46 

T@un 20l9 t~ntang :P~:rijabru-an Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 {Berita Daerah 
Kabupaten Tu.ban Tahun 2019 Seri A Nomor 12), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Bu.pati Tuban Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tu.ban Nomor 46 

Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 

Kabupaten Tuban T£Wun 2020 Seri A Nomor 6), diubah 
sebagai berikut: 
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1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 

berbunyi sebagai berikut: 

Pa.sal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020 pada Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun 

Rp. 2.697 .295. 777 .507,40 

Anggaran 2020 semula 

berkurang sebesar 

(Rp. 186.281.263.121,88) sehingga 

dengan rincian 

menjadi 

sebagai Rp. 2.511.014.514.385,52 

berikut: 

1. Pendapatan: 

a. Semula 

b. Berkurang 

Jumlah Pendapatan 

Setelah Perubahan 

Rp. 2.601.398.399.322,73 

(Rp 213.089.871.442,00) 

Rp. 2.388.308.527.880,73 

2. Belanja: 

a. Semula 

b. Berkurang 

Jumlah Belanja. 

setelah Perubahan 

(Defisit) setelah 

Perubahan 

Rp. 2.697.295.777.507,40 

(Rp. 186.281.263.121,88) 

Rp. 2.511.014.514.385,52 

(Rp. 122.705.986.504,79) 

3. Pembiayaan: 

4. 

a. Penerimaan 

1) Semula Rp. 

2) Bertambah Rp. 

Jufulah penerimaah Rp. 

Setelah Perubahan 

b. Pengeluaran 

1) Semula Rp. 

2) .Bertambah Rp. 

Jumlah pengeluaran Rp. 

setelah Perubahan 

Pembiayaan Neto 

a. Semula Rp. 

b. Bertambah Rp. 

Jumlah Pembiayaan Rp. 

Neto Setelah Perubahan 

Sise. Lebih Peinbiaya.an Rp. 

95.897 .378.184,67 

26.808.608.320, 12 

122. 705.986.504, 79 

0,00 

0,00 

0,00 

95.897 .378.184,67 

26.808.608.320, 12 

122.705.986.504,79 

0,00 

Anggaran Tahun Berkenaan setelah Perubahan 
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2. Ketentuan lampira.n I diubah, sehingga berbunyi 

sebagaimana tercantum dalam lampiran I; 

3. Ketentuan lampiran II tliubah, sehingga betbunyi 

sebagaimana tercantum dalam lampiran II; 

4. Ketentuan lampiran ill diubah, sehingga berbunyi 

sebagaimana tercantum dalam lampiran III; 

5. Keterttuan la.mpitaft IV diubah, sehingga berbunyi 

sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

Pa.sat II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Toban. 

Diundangkan di Tu.ban 

pada tanggal 15 Mei 2020 

SEKRETARIS DAERAM 

KABUPATEN TUBAN, 

Dit~1'~P~~ di TubM· 
pada ggal 15 Mei 2020 

H.F. 

BERITA DAERAH KAElUPATEN TUBAN TAHUN 2020 SERI A NOMOR 7 


